DAMPAK PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CINA

BAGI BISNIS USAHA MIKRO KECIL

MENENGAH (UMKM) DI KOTA

PEKANBARU by Rio Paroman Siregar
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
ASEAN China Free Trade Area (ACFTA)
A. Tinjauan Tentang  Sejarah ASEAN China Free Trade Area (ACFTA)
Perdagangan Internasional adalah kegiatan-kegiatan perniagaan dari
suatu Negara asal yang melintasi perbatasaan menuju suatu Negara tujuan
yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan perpindahan barang dan
jasa, modal tenaga kerja, teknologi (pabrik) dan merek dagang.6 Perdagangan
internasional melibatkan Negara-Negara dan lembaga-lembaga internasional
baik secara global maupun regional yang mengacu pada ketentuan dan
prinsip-prinsip hukum internasional yang disepakati dalam GATT-WTO.
Negara yang mengikatkan diri menjadi anggota WTO maka tunduk pada
prinsip–prinsip yang diatur dalam GATT, walaupun demikian GATT ini juga
memuat ketentuan- ketentuan untuk menyimpangi prinsip dalam GATT-WTO
Agreement misalnya yang tercantum dalam artikel XXIV yaitu diperbolehkan
adanya perjanjian regional antara dua negara atau lebih untuk mengurangi atau
menghapuskan hambatan perdagangan di antara sesama anggota perjanjian
regional tersebut, dengan tujuan meningkatkan perdagangan di kawasan
tersebut.1
ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan tindak lanjut
dari kesepakatan antara negara-negara ASEAN dengan Republik Rakyat
1 Ari Ratna kurniastutu, Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm)
Dari Dampak Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (ACFTA), Jurnal, 2010, h.7
China mengenai Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-
operation between the Association of South East Asian Nations and the
People’s Republic of China (“Framework Agreement”), yang ditandatangani
di Phnom Penh, pada 4 Nopember 2004.7 Framework Agreement on
Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South
East Asian Nations and the People’s Republic of China yang selanjutnya
disebut Perjanjian ACFTA berlaku sejak 1 Januari 2010. Dasar berlakunya
perjanjian ini adalah Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2004 tentang
Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-
Operation Between The Association Of South East Asian Nations And The
People's Republic Of China.2
Ratifikasi perjanjian ACFTA ini secara hukum adalah sah, di mana
dalam pasal 11 ayat 3 Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945 disebutkan
bahwa ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan
undang-undang. Sesuai dengan amanah UUD NKRI tahun 1945 tersebut,
maka terbitlah undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional.
Dengan demikian dasar hukum penandatanganan dan pemberlakuan
perjanjian ACFTA mengacu kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000
tersebut.
Selanjutnya dalam pasal 11 UU No. 24 tahun 2000 dinyatakan bahwa
perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana
2 Ibid
yang dimaksud dalam pasal 10 dilakukan dengan Keputusan Presiden. Maka
dalam konteks pasal 11 ini secara tegas dan meyakinkan bahwa pengesahan
perjanjian  internasional ACFTA yang termasuk katagori perdagangan
dilakukan melalui Kepres, sehingga ratifikasi ACFTA adalah sah secara
hukum.
Kemudian secara berturut-turut terjadi perkembangan negosiasi di
mana secara formal ACFTA pertama kali ada pada saat ditandatanganinya
Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism 29 November
2004 di Vientiane, Laos. Kemudian persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani
pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi, 15 Agustus 2009 di
Bangkok, Thailand. Oleh karena itu telah disahkannya ACFTA secara formal,
maka Indonesia perlu untuk menyesuaikan diri dengan hal-hal yang
diperjanjian dalam ACFTA, dimana pada pokoknya dalam 10 tahun akan
dikuatkan kerjasama ekonomi antara China dan Asean dengan melakukan
berbagai strategi yang diharapkan dapat menguatkan kerjasama ekonomi
tersebut
Berkaitan dengan kerjasama ekonomi tersebut, maka ada 7 (tujuh)
pokok kesepakatan yang tedapat dalam Framework Agreement on
Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast
Asian Nations and the People’s Republic of China antara lain adalah:3
3Administrator, ACFTA,RI-China Membuat Tujuh Kesepakatan, http://id.co.id/berita-
indonesia/ekonomi -dan-keuangan/2602-acfta-ri-china-membuat-tujuh-kesepaktan.html, terakhir
pada tanggal 12 Januari 2014.
1. Adanya kesepakatan untuk memfasilitasi akses pasar bagi beberapa buah-
buahan tropis (pisang, nenas, rambutan) dan sarang burung walet Indonesia
untuk dapat memasuki pasar China.
2. Adanya kesepakatan untuk membentuk Kelompok Kerja Resolusi
Perdagangan (Working Group on Trade Resolution) yang bertujuan untuk
memfasilitasi perdagangan yang lancar dan pembukaan Cabang Bank
Mandiri di RRC demi memperkuat hubungan transaksi langsung perbankan.
3. Atas permintaan Indonesia, dalam Pertemuan Komisi Bersama (Joint
Commistion Meeting) ini delegasi RRC menyetujui pembukaan Cabang
Bank Mandiri tersebut, sehingga akan memperkuat hubungan transaksi
perbankan antara kedua negara.
4. Kerjasama antara Lembaga Pembiayaan Ekpor Indonesia (LPEI) dan China
Exim Bank, dimana kedua pihak menandatangani perjanjian pinjaman
sebesar US$ 100 juta dari CEB kepada LPEI. Saat ini juga LPEI dalam
tahap finalisasi MoU dan Industrial dan Commersial Bank of China (ICBC)
untuk menyediakan kredit sebanyak US$ 250 juta kepada LPEI. Pinjaman
ini digunakan LPEI sebagai fasilitas kredit untuk mendukung perusahaan-
perusahaan dua negara terkait dengan proyek-proyek perdagangan dan
investasi dalam berbagai sektor prioritas yang disetujui termasuk
perdagangan, investasi barang modal, proyek infrastruktur, energy dan
kostruksi.
5. Adanya kesepakatan untuk memaksimalkan penggunaan Pinjaman Kredit
Ekspor Preferensi sebesar US$ 1,8 milliar dan Pinjaman Konsesi
Pemerintah sebesar 1,8 RMB untuk dapat dipergunakan oleh Indonesia
dalam mengembangkan berbagai proyek inprastruktur. Proyek yang telah
selesai adalah proyek Jembatan Suramadu dan Pembangkit Listrik Tenaga
Batu Bara Labugan Angin. Sementara Proyek yang masih dalam proses
adalah Pembangunan Waduk Jati. Kemudian masih terdapat 6 proyek baru
yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu, Pembangkit Listrik
Tenaga Uap Parit Baru Kalimantan Barat, pengadaan material untuk jalur
sepanjang 1.000 km dan 200 unit turn out yang masih dalam proses
pengadaan, serta konstruksi jalan tol antara Medan dan Kuala Namu
Sumatera Utara, Jembatan Tayan Kalimantan Barat, pengembangan jalan tol
tahap I Cileunyi-Sumedang- Dawuan Jawa Barat, dan Jembatan Kendari
Sulawesi Tenggara.
6. Kedua belah pihak telah menyelesaikan Perjanjian Perluasan dan
Pendalaman Kerjasama Bilateral Ekonomi dan Perdagangan (Agreement on
Expanding and Deepening Bilateral Economic Cooperation) yang akan
ditandatangani pada saat kunjungan Perdana Meneteri Wen Jiabao ke
Indonesia (masih dalam rencana).
7. Membahas agreed Minutes of the Meeting for Further Strengthening
Economic and Trde Cooperation antara lain isinya adalah:
a) Deklarasi bersama Indonesia dan RRC mengenai kemitraan srategis yang
telah ditandatangani oleh kedua pimpinan negara pada bulan April 2005,
dan ini menjadi dasar untuk lebih memperkuat kerjasama perdagangan dan
ekonomi kedua negara tersebut.
b) Kedua belah pihak akan mengembangkan perspektif strategis dalam
mengatsi kepentingan jangka panjang dan membawa hubungan ketingkat
yang baru.
c) Untuk mencapai tujuan tersebut, perjanjian ACFTA tetap menjadi dasar
strategis masing-masing pihak harus penuh pengimplementasikan
perjanjian tersebut secara menyeluruh dan saling menguntungkan bagi
kedua belah pihak.
d) Kedua pihak akan menetapkan pertumbuhan perdagangan bilateral yang
tinggi dan berkelanjutan, dimana jika terdapat ketidakseimbangan
perdagangan, maka pihak yang mengalami surplus perdagangan
berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan, termasuk mendorong
import lebih lanjut dan yang paling penting adalah memberikan dukungan
kepada pihak yang mengalami surplus perdagangan tersebut.
e) Agereed Minutes ini merupakan upaya untuk menindaklanjuti concern
beberapa industri di Indonesia terkait dengan dampak perdagangan
ACFTA.
ACFTA menggunakan prinsip perdagangan bebas. Perdagangan bebas
tersebut didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan perdagangan, yakni
hambatan yang diterapkan pemerintah dalam perdagangan antar individual
dan atau perusahaan yang berada di negara anggota perjanjian perdagangan
bebas tersebut.4
Kawasan perdagangan bebas telah diatur dalam ASEAN Free Trade
Area (AFTA). ASEAN Free Trade Area (AFTA) adalah kawasan perdagangan
4Ibid
bebas yang mencakup seluruh batas negara-negara anggota ASEAN, dimana
pada tahun 2003 yang lalu, arus lalu lintas barang dagangan, uang pembayaran
dan faktor penunjang pelaksana AFTA lainnya dari negara-negara anggota
akan bebas keluar masuk dalam wilayah ASEAN.5
Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas diatur dalam
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2000 tanggal 1
September 2000 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 mengatakan bahwa kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah suatu kawasan yang berada
dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari
daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan
nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.6
Sebuah kawasan perdagangan bebas atau zona pemerisesan ekspor
adalah satu atau beberapa negara, dimana bea dan quota dihapuskan serta
kebutuhan akan birokrasi direndahkan dalam rangka menarik perusahaan-
perusahaan dengan menambahkan insentif untuk melakukan usaha disana.7
Aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia, berkembang secara
dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan
masyarakat. Secara umum, perdagangan internasional berkembang ke arah
perdagangan yang lebih luas, bebas, dan terbuka. Negara-negara secara
bilateral, regional, maupun global cenderung mengadakan kerja sama dalam
5Anwar, Chairul, Hukum Perdagangan Internasional, CV. Novindo Pustaka Mandiri,
Jakarta,1999, h.42
6Perdagangan Bebas, Setio Pamungkas, www.google.com, alinea 3, diakses tgl 3 januari
2014,jam 19.00 WIB
7Adolf, Huala, Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional
(WTO),Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h. 123
bentuk penurunan atau penghapusan hambatan-hambatan perdagangan, tarif
maupun non tarif.8
Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, ASEAN juga ikut
memberikan partisipasi dalam melakukan perdagangan secara internasional,
khususnya dalam lingkup kawasan Asia Tenggara, agar tercipta iklim
perdagangan yang lebih kondusif baik perdagangan yang dilakukan secara
bilateral maupun secara multilateral.
The Association of South East Asian Nations (ASEAN) didirikan
dengan the Bangkok Declaration of 1967 dan beranggotakan lima negara yaitu
Indonesia, Malaysia, Filiphina, Singapura dan Thailand. ASEAN telah tumbuh
dan berkembang menjadi suatu organisasi regional yang cukup besar dengan
sepuluh negara anggota, yang dikenal dengan sebutan Sepuluh Besar atau “the
big ten”.9
Perkembangan anggota ASEAN menjadi sepuluh negara, membua
organisasi regional ini sangat berperan penting di Kawasan Asia Pasifik,
karena pertumbuhan dan kinerja ekonominya yang kuat dan mempunyai
potensi untuklebih meningkatkan besaran gross domestic product (GDP).
Organisasi regional ASEAN didirikan bertujuan untuk meningkatkan
perekonomian di kawasan perdagangan bebas.
Negara-negara Asia Tenggara, membentuk ASEAN Free Trade Area
(AFTA) melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-IV. AFTA
8Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, PT.
ALUMNI,Bandung, 2003, h.117
9Husin, Sukanda, Hukum Lingkungan Internasional, CV. Witra Irzani, Riau, 2009, h.56
bertujuan sebagai liberalisasi perdagangan regional Asia Tenggara sejalan
dengan tujuan GATT/WTO yang berorientasi pada perdagangan bebas.10
Sebuah terobosan yang dilakukan oleh komunitas masyarakat regional
adalah dengan membentuk komunitas perdagangan bebas, yakni antara
negaranegara yang tergabung di ASEAN dengan China melalui perjanjian
ASEAN China Free Trade Area (ACFTA). ACFTA ini menimbulkan suatu
perkembangan baru pada kegiatan perdagangan internasional, terutama pada
kawasan Asia Tenggara. Kesiapan menyambut dampak positif dan negatif dari
terselenggaranya ACFTA, menjadi problematika tersendiri yang menarik
untuk dicermati terutama di negara Indonesia sebagai salah satu subyek
hukum internasional yang memiliki potensi comparative advantage.
Investasi ke dalam dan ke luar negeri dalam konteks ACFTA
merupakan peluang yang memiliki dua sisi yang berlawanan, menjanjikan dan
justr merugikan. Indonesia dengan segala potensinya dihadapkan pada sebuah
tantangan untuk dapat bertahan dan meningkatkan posisinya di dalam
perdagangan dan investasi. Namun bagi masyarakat di Indonesia, muncul pro
kontra tentang kemampuan dan kematangan hukum investasi di Indonesia
dalam menghadapi era perdagangan bebas versi ACFTA ini.
ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan kesepakatan
antara negaranegara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan
kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi
hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif,
10Implementasi Pengaturan AFTA di dalam Hukum Nasional Indonesia, Prawiryo
Setiawan,http://id.wikipedia.org/wiki/Zona, alinea 4, diakses tgl 23 Januari  2014, jam 20.00 WIB
peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus
peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan
perekonomian para Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat ASEAN dan China.
Dalam membentuk ACFTA, para Kepala Negara Anggota ASEAN dan
China telah menandatangani ASEAN - China Comprehensive Economic
Cooperation pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei
Darussalam. Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA para Kepala
Negara kedua pihak menandatangani Framework Agreement on
Comprehensive Economic Cooperationbetween the ASEAN and People’s
Republic of China di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002.
Protokol perubahan Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 6
Oktober 2003, di Bali, Indonesia.Protokol perubahan kedua
FrameworkAgreement ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006.
Indonesia telah meratifikasi Ratifikasi Framework Agreement ASEAN-China
FTA melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004.
Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA pertama kali diluncurkan sejak
ditandatanganinya Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement
MechanismAgreement pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos.
Persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN
di Cebu, Filipina, pada bulan Januari 2007.Sedangkan Persetujuan Investasi
ASEAN China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri
Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. Adapun
Peraturan Nasional terkait ACFTA yaitu ;
a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004
tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on
Comprehensive Economic Cooperation between the Associaton of
Southeast Asean Antions and the People’s Republic of China.
b. Keputusan Menteri Keuangan Republi Indonesia Nomor
355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea
Masuk atas Impor Barang dalam rangka Early Harvest Package
ASEAN-China Free Trade Area.
c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea
Masuk dalam rangka Normal Track ASEANChina Free Trade Area.
d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
21/PMK.010/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Penetapan Tarif
Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade
Area
e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
04/PMK.011/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Perpanjangan
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-
China Free Trade Area.
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
53/PMK.011/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea
Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area.
g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan
Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area.
Tujuan Asean China Free Trade Agreement
a. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan,
dan investasi antara negara-negara anggota.
b. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan
barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan
untuk mempermudah investasi.
c. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan
kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara
negara-negara anggota.
d. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota
ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam –CLMV)
dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara
negara-negara anggota.
Pembentukan ACFTA dimaksudkan juga sebagai tonggak kerja sama
antara kedua wilayah yang akan menciptakan kawasan dengan 1,7 miliar
konsumen, suatu kawasan dengan produk domestik bruto (PDB) sekitar US$
2,0 triliun dan total perdagangan setiap tahunnya mencapai nilai US$ 1,23
triliun.11
Penghapusan rintangan perdagangan antara ASEAN dan China akan
membantu menurunkan biaya, meningkatkan volume perdagangan dan
meningkatkan efisiensi ekonomi. ACFTA tersebut akan menjamin stabilitas di
Asia Timur dan memberikan kesempatan baik negara anggota ASEAN
maupun Cina untuk mempunyai peranan lebih besar dalam perdagangan
internasional yang memberikan keuntungan bersama. Termasuk meningkatkan
kerjasama antara ASEAN dan China dibidang lainnya.12
Semua anggota ASEAN mengharapkan manfaat dari ACFTA. Manfaat
tersebut akan tergantung pada kesiapan sektor swasta di setiap negara untuk
mengeksploitasi berbagai kesempatan dalam ACFTA. Berdasarkan ACFTA,
negara-negara anggota ASEAN dan China terbebas dari pajak atas 7.000
katagori komoditi dan memberikan status bebas bea bagi semua komoditi
tersebut dalam perdagangan bilateral pada 2010.13
Industri manufaktur yang mulai bangkit setelah Krisis Keuangan
Global yangkemudian disingkat KKG mereda harus siap menghadapi
tantangan baru yaitu PerjanjianACFTA. Empat industri manufaktur yang
11 Ragimun, Analisis Investasi China ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA,
Peneliti padaPusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, 2012, h.5
12ibid
13 Ibid
paling terancam adalah tekstil, alas kaki,garmen, dan plat baja karena produk
China pada sektor ini dari segi biaya produksimurah dan efisien sebab
mendapat subsidi dari Pemerintah mereka sehingga harganyamurah. Hal ini
membahayakan dari sisi tenaga kerja di Indonesia karena keempat
industritersebut merupakan sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga
kerja.14
Dalam ACFTA disepakati akan dilaksanakan liberalisasi penuh pada
tahun 2010 bagi ASEAN 6 dan China, serta tahun 2015 untuk serta Kamboja,
Laos, Vietnam, dan Myanmar. Penurunan Tarif dalam kerangka kerjasama
ACFTA dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu:
1. Early Harvest Program (EHP)
a. Produk-produk dalam EHP antara lain:
Chapter 01 s.d 08 : Binatang hidup, ikan, dairy products,
tumbuhan, sayuran, dan buah buahan (SK Menkeu No
355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Penetapan Tarif Bea
Masuk atas Impor Barang dalam kerangka EHP ACFTA).
Kesepakatan Bilateral (Produk Spesifik) antara lain kopi,
minyak kelapa/CPO, Coklat, Barang dari karet, dan perabotan (SK
Menkeu No 356/KMK.01/2004 tanggal 21 juli 2004 Tentang
Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Dalam Kerangka EHP
Bilateral Indonesia-China FTA.
14 Ibnu Purna, Hamidi, Prima, ACFTA sebagai Tantangan Menuju Perekonomian yang
Kompetitif,http://www.setneg.go.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=4375&Itemi
d=29, diakses tanggal 7Januari 2014
b. Penurunan tarif dimulai 1 Januari 2004 secara bertahap dan akan
menjadi 0% pada 1 Januari 2006.
2. Normal Track
a. Threshold :40% at 0-5% in 2005, 100% at 0% in 2010 (Tariff on some
products, no more than 150 tariff lines will be eliminated by 2012)
b. Jumlah NT II Indonesia adalah sebesar 263 pos tarif (6 digit)
c. Legal enactment NT untuk tahun 2009 s.d 2012 telah ditetapkan
melalui SK. MEN-KEU No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember
2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTA.
3. Sensitive Track
Sensitive List (SL) :
a. Tahun 2012 = 20%
b. Pengurangan menjadi 0-5% pada tahun 2018.
c. Produk sebesar 304 Produk (HS 6 digit) antara lain Barang Jadi Kulit
:tas, dompet; Alas kaki : Sepatu sport, Casual, Kulit; Kacamata; Alat
Musik; Tiup, petik, gesek; Mainan: Boneka; Alat Olah Raga; Alat
Tulis; Besi dan Baja; Spare part; Alat angkut; Glokasida dan Alkaloid
Nabati; Senyawa Organik; Antibiotik; Kaca; Barang-barang Plastik
Highly Sensitive List (HSL)
a. Tahun 2015 = 50%
b. Produk HSL adalah sebesar 47 Produk (HS 6 digit), yang antara lain
terdiri dari Produk Pertanian, seperti Beras, Gula, Jagung dan Kedelai;
Produk Industri Tekstil dan produk Tekstil (ITPT); Produk Otomotif;
Produk Ceramic Tableware.
B. Kesiapan yang dilakukan dalam Mengghadapi ACFTA
Dalam menghadapi AFTA, antisipasi yang tepat sangat diperlukan,
terutama untuk menghadapi persaingan ketat dalam merebut pasar. Tindakan
antisipasi ini haruslah berasal dari pihak pemerintah maupun swasta.
Pemerintah dalam hal ini menentukan arah kebijakan ekonomi dan
menyiapkan perangkat deregulasi, sedangkan pihak swasta secara langsung
melakukan penestrasi pasar dan merebut peluang dengan intesif melalui lalu
lintas perdagangannya ataupun dalam bentuk investasi.
Tindakan-tindakan yang diambil pemerintah untukk mengantisipasi
berlakunya ACFTA, adalah :15
1. Melakukan berbagai penelitian dan riset, dimana di dalam menghadapi
ACFTA dipusatkan pada penurunan tarif yang berlaku dengan tetap
mengamankan pengembangan industri yang bersangkutan. Penelitian
dilakukan terhadap peta posisi industri di masing-masing negara ASEAN,
posisi ekspor impor masing-masing negara dan rencana pengembangan
industrinya di masa yang akan datang.
2. Menentukan jadwal waktu program penurunan tarif, yang dibagi dalam
tiga kelompok produk sesuai dengan jadwal waktu dan program penurunan
tarif CEPT. Supaya produk akhir yang tarifnya telah diturunkan benar-
benar menjadi kompetitif, maka tarif yang dikenakan kepada bahan baku
penolong tidak boleh melebihi tarif dari produk akhir. Selain itu
15Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, Kawasan Perdagangan Bebas
ASEAN ( bagian I ), Jakarta, 1993, h.7
menentukan produk yang sensitif dan produk-produk kelompok industri
kecil untuk dimasukkan ke dalam Exclusion List.
3. Menentukan posisi tarif untuk sektor industri sebanyak 9298 pos tarif.
Komposisi tarif sektor industri adalah sebagai berikut
a. Tingkatan tarif 0 -20 % berjumlah 57, 25 %
b. Tingkatan tarif 25 – 50 % berjumlah 41, 59 %
c. Tingkatan tarif 60 – 200 % berjumlah 0, 80 %
4. Menentukan tingkat tarif tertimbang antar ASEAN bedasarkan
perbandingan bobot dagang dan penurunan tarif ( Trade Weighted )
sebagai berikut :
a. Indonesia : 20, 3 %
b. Malaysia : 9,7 %
c. Thailand : 36, 3 %
d. Singapura : 0, 4 %
e. Philipina : 22, 9 %
f. Brunai Darussalam ( bukan anggota GATT )
Bobot dagang dari penurunan tarif Indonesia bukan yang paling
tinggi. Apabila bobot dagang dari penurunan tarif dapat menujukan tingkat
proteksi, maka Thailand mempunyai tingkat proteksi tertinggi diantara
anggota-anggota ASEAN.
5. Mengefisiensi industri dalam negeri dengan menentukan keunggulan
komperatifnya. Dengan terbentuknya ACFTA,  tiap negara ASEAN akan
mengkhususkan diri pada barang-barang yang dibuat dengan lebih murah
dan lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain ( comperative
advantage ). Bedasarkan faktor sumber daya yang memiliki keunggulan
resource endowments ) Indonesia memiliki keunggulan komperatif di
sektor pertambangan dan pertanian, sedangkan di sektor sumber daya
manusia berada diurutan terbawah dibandingkan negara-negara ASEAN
lainnya.
Sementara itu, sektor swasta ( dunia usaha ) yang hendak berkiprah
secara langsung dalam perdagangan bebas ASEAN, perlu menentukan
langkah-langkah kebijakannya berupa :16
1. Mempelajari peluang pasar negara-negara ASEAN, antara lain mengenai
nilai impor atas barang tertentu, tarif bea masuk, harga produk, prosedur
impor, sistem distribusi yang berlaku dan importirnya, produk saingan
dan lain-lain.
2. Meningkatkan investasi, baik investasi baru, modernisasi, reskruntuksi
maupun perluasan untuk meningkatkan skala ekonomi dan daya saing
hasil produksinya.
3. Meningkatkan ekspor dan daya saing produk, antara lain dalam hal
peningkatan produksi dan, desain, mutu, harga, ketepatan waktu
pengiriman ekspor, dan sebagainya.
4. Membangun kerjasama dengan pengusaha-pengusaha ASEAN dan non
ASEAN.
16 Ibid, h.14
Selain dari pada langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang diambil
Indonesia, suatu pengaturan berupa perangkat hukum ekonomi sosial juga
sangat penting peranannya untuk menunjang kelancaran ekonomi perdagangan
dengan Indonesia. Pengaturan hukum ini penting untuk melindungi ekonomi
Indonesia akibat semakin terbukanya pasar global dibawah aturan GATT
maupun regional seperti AFTA dan APEC.
Peraturan-peraturan hukum ekonomi nasional yang secara langsung
mengatur masalah bisnis dan perdagangan guna mengantisipasi perkembangan
ekonomi internasional adalah :17
a. Hukum yang mengaturmasalah investasi.
b. Pengaturan mengenai standarisasi mutu dan kesehatan.
c. Penghapusan hambatan non tarif.
d. Perlindungan industri dalam negeri terhadap  persaingan curang.
e. Perlindungan konsumen.
f. Perlindungan hak milik intelektual.
g. Tanggung jawab produk.
h. Pengaturan penyelesaian sengketa.
Dalam pelaksanaannya dewasa ini, pengaturan hukum ekonomi
banyak yang belum diatur lebih lanjut. Pengaturan yang telah dibuat umumnya
berbentuk paket-paket deregulasi untuk mengefesiansikan perekonomian
Indonesia yang sifatnya reaktif dan insidental.
17www.CFG Sunaryati Hartono,, h.118
Peraturan-peraturan deregulasi yang  telah dikeluarkan permerintah
untuk menghadapi liberalisasi perdagangan dibawah AFTA atau GATT adalah
sebagai berikut :18
1. Paket kebijakan 28 Mei 1990 ( PAKMEI 1990 ).
Paket deregulasi dalam debirokratisasi ini bertujuan untuk
mengurangi ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan daya saing
perekonomian, yang meliputi penyederhanaan prosedur perizinan usaha
dan menghapus tata niaga imporserta penurunan tarif bea masuk dan bea
masuk tambahan.
2. Paket kebijaksanaan 6 Juli 1992 ( PAKJUL 1992 ).
Pakjul 1992 dialkukan dalm rangka meningkatkan efesiensi
perekonomian nasional dan peningkatan penanaman modal. Efesiensi
perekonomia ditempuh pemerintah dengan melonggarkan tata niaga dan
menurunkan atau bea masuk dan bea masuk tambahan berbagai barang
impor. Sedangkan peningkatan penanaman modal dilakukan pemerintah
dengan menyederhanakan daftarnegatif investasi dan menyederhanakan
prosedur penanaman modal.
3. Paket deregulasi 10 Juni 1993 ( PAKJUN 1993 )
Paket deregulasi ini bertujuan meningkatkan investasi PMDN atau
PMA, sekaligus mendorong industri dalam negeri supaya lebih efisien.
Pakjun 1993 bertujuan untuk secara bertahap membebaskan perekonomian
dari perekonomian biaya tinggi  melalui penurunan secara bertahap bea
18Zulakarnain Djamin, Dampak Globalisasi Terhadap Ekonomi dan Perdagangan Luar
Negeri Indonesia, UI Press, Jakarta, 1994 h, 36-48
masuk maupun bea masuk tambahan, menghapuskan secara bertahap
hambatan non tarif dan memnerikan insentif kepada dunia usaha agar
mereka dapat lebih berkembang.
4. Paket deregulasi dan debirokratisasi 23 Oktober 1993 ( PAKTO 1993 )
Berdasarkan pengumuman pemerintah tentang paket deregulasi
dan debirokratisasitanggal 23 Oktober 1993, paket ini mencakup enam
bidang, yaitu : bidang ekspor – impor, tarif dan tata niaga impor,
penanaman modal, perizinan, farmasi, dan amdal.
Deregulasi bidang ekspor – impor terutama berupa pemberian fasilitas
dan kemudahan pabean, perpajakan dan tata niaga impor.
Pada bidang tarif dan tata niaga impor, pemerintah menurunkan tarif
bea masuk dan bea masuk tambahan serta melonggarkan tata niaga impor,
dengan maksud untuk meningkatkan ekspor non migas, dan perluasan
lapangan kerja. Sedangkan pada bidang penanaman modal, diatur kembali
persyaratan pemilikan saham dalam modal asing (PMA). PMA dimungkinkan
untuk menanamkan modalnya sebesar 100% asing dengan tujuan lebih
mendorog investor asing mengembangkan investasinya diIndonesia.
Untuk lebih lagi menguatkan kebijakan pemerintah di bidang investasi,
maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 20 tahun 1994
tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka
Penanaman Modal Asing. Pasal 2 ayat 1 (b) menyatakan bahwa investor asing
dapat secara langsung menanamkan modalnya sebesar 100 persen pada
perusahaan yang didirikannya di wiliyah Indonesia. Ketentuan ini akan
menambah daya saing prospek investasi Indonesia dalam usaha
mengantisipasi liberalisasi perdagangan global dan regional.
Satu langkah lebih maju untuk mengatur hukum ekonomi Indonesia
adalah dengan turut sertanya Indonesia menandatangani Uruguay Round Final
Act dalam kerangka GATT di Marrakesh ( Maroko ) tanggal 15 April 1994.
Kemudian Uruguay Round Final Act telah diratifikasi indonesia pada bulan
Oktober 1994. Dengan demikian, aturan yang terdapat pada Uruguay Round
final Act akan berlaku diwilayah Indonesia. Secara juridis langkah penting ini
akan dapat menaikan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional,
karena segala aturan main perdagangannya akan dilindungi oleh Uruguay
Roun Final Act, yang akan mulai berlaku 1 Januari 1995.
